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dalam berbagai hal di adalah tokoh satu-satunya yang berkuasa
mengambil keputusan.

Demikian pula para penganut agama Kristen masih memandang
nune benu sebagai pah tuah atau elit penguasa tradisional. Namun
dalam banyak hal mereka lebih cenderung menurut petunjuk dari
pemerintah dan para tokoh agama. Walaupun demikian kekuatan dan
kuasa adat masih tetap dipakai dalam mengendalikan kehidupan
masyarakat desa Boti.

Seperti yang telah disebutkan diatas, lapisan kepemimipinan
masyarakat yang terdiri atas usif, amaf dan meo masing-masing
mempunyai pungsi dalam masyarakat walaupun hanya dalam batas-
batas kepentingan lokal.

Semua tanah adalah milik puh tua dan segala kegiatan yang
menyangkut penggunaan tanah harus melalui ijin pah tuah. Di bawah
pah tuah masih terdapat aparat-aparat adat yang berperan dalam kegiatan
pembukaan suatu lahan baru seperti ana amne yang bertugas sebagai
imam upacara bertindak sebagai pemimpin doa agar lahan ladang baru
memberikan hasil yang melimpah. Sesudah itu baru sipetani dapat
menggarap lahan pembagiannya.Sedangkan para meo bertugas untuk
mengadakan pengawasan agar seorang petani benar-benar menggarap
tanah atau lahan yang telah dibagikan dan tidak melakukan pelanggaran
terhadap perturan yang telah ditetapkan dalam penggarapan tanah. Hasil
panen sebagian dipersembahkan kepada usif sebagai tanda kesetiaan
dan pernyataan bahwa tanah garapannya telah memberikan hasil.

Ketentuan ini sesungguhnya berfungsi sebagai pengendali sosial
agar setiap warga tidak kekurangan sumber pangan, tetapi dilain
pithakmampu menjaga keseimbangan lingkungan alamnya.

4.2 Adat Istiadat dan Sistem Kekuasaan

Mayoritas penduduk Nusatenggara Timur tinggal diwilayah
pedesaan dengan mata pencahariannya yang bertumpu pada alam
sekitarnya. Mereka mengolah hutan menjadi lahan-lahan perladangan
yang siap dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup sehari-hari. Ladang
adalah pusat kegiatan penduduk Nusatenggara Timur pada umumnya.
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Setiap kegiatan selalu dikaitkan dengan arti pentingnya keberadaan
ladang.

Mengubah sebuah hutan menjadi sebuah lahan perladangan yang
bermanfaat bagi penduduk sama pentingnya dengan bagaimana mereka
memelihara ladang itu supaya tidak cepat hancur. Titik sentral kegiatan
ini dalam kenyataannya tidak langsung tampak dalam kehidupan sehari-
hari. Seringkali gejala yang tampak menunjukkan bahwa seolah-olah
ladang itu tidak terlampau penting bagi penduduk setempat. Apalagi
setelah kelihatan pengaruh pembangunan segala bidang yang didengung-
dengungkan setiap hari oleh pemerintah. Sehingga gejala yang tampak
justru akibat adanya pengaruh pembangunan tersebut dari pada
memahami inti dari adat istiadat atau kebudayaan penduduk di
Nusatenggara Timur.

Coba diperhatikan bahwa masalah-masalah yang sering kali
nampak dan diperbincangkan baik di kalangan aparat pemerintah
setempat maupun di kalangan warga berkisar pada (1) masalah sumber
daya alam (2) masalah ketertiban sosial (3) masalah kebersihan
lingkungan (4) masalah keamanan lingkungan, dan (5) masalah persatuan
dan kesatuan warga. Masalah-masalah seperti itu sebenarnya dapat
dilihat sebagai suatu pola perilaku masyarakat manusia dalam
menghadapi lingkungannya. Upaya yang dilakukan adalah berusaha
untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetapi juga
memperhitungkan tingkat kebutuhannya. Upaya manusia untuk mencari
keseimbangan antar tingkat kebutuhan dan penyesuaian terhadap
lingkungan itu dilakukan dengan menciptakan berbagai macam aturan.
Aturan-aturan itu digunakan sebagai pedoman untuk bergaul antara
manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.

Pada dasarnya penciptaan aturan bagi perilaku manusia tidak
saja dilakukan secara sadar tetapi juga tanpa sadar. Sementara itu tidak
semua aturan yang mengatur perilaku manusia berlangsung secara
seimbang. Setiap aturan itu dalam kenyataannya mempunyai bobot
yang berbeda. Bobot aturan itu bergantung pada konteks sosial yang
berlaku. Seorang individu yang mempunyai kedudukan tertentu dalam
masyarakat tidak ditentukan oleh dirinya, melainkan oleh individu-
individu yang ada di sekelilingnya. Karena itu tinggi atau rendahnya



49

kedudukan seorang individu tidak saja ditentukan oleh dirinya sendiri
tetapi juga ditentukan oleh orang lain.

Seorang individu dengan kedudukan yang tinggi dan mempunyai
kekuatan dan kekuasaan atas orang lain adalah karena adanya aturan
. Aturan itu memungkinkan bagi dirinya untuk berkuasa atas orang
lain . Bahkan dengan aturan itu ia mampu memberi ganjaran dan sangsi
atas orang lain.

Pada masyarakat-masyarakatyang masih dikategorikan bersahaja
(tribal), seorang yang berkuasa mampu menciptakan hubungan-hubungan
yang multipleks. Artinya hubungan yang dilakukannya atas orang lain
mencakup keseluruhan hubungan yang ada dilingkungannya. Misalnya
disamping adanya hubungan kekerabatan baik karena darah maupun
perkawinan, juga mencakup hubungan kerja, keagamaan dan lain
sebagainya. Oleh karena sifat organisasi sosial masyarakat yang masih
bersahaja itu sederhana, maka corak hubungan-hubungan yang terjadi
juga bersifat sederhana. Dalam masyarakat seperti itu seorang yang
sudah ternoda sulit untuk memperbaiki nasibnya. Seolah-olah orang
itu tidak ada baiknya. Jadi kebaikan dan prestasi orang itu akan hilang
sejalan dengan ternodanya ia dihadapan warga lingkungannya.

Kesepakatan untuk membentuk aturan yang di buat dan dipahami
di antara mereka memungkinkan kelompok masyarakat manusia
mengembangkan gagasan-gagasannya. Kesepakatan di kalangan mereka
memungkinkan masyarakat manusia mengembangkan kreatifitsnya yang
pada gilirannya di gunakan untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Dengan
demikian melalui organisasi sosial yang dibangun berdasarkan kebutuhan
dan upaya menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka manusia mampu
menembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Organisasi sosial yang di kembangkan masyarakat manusia
mencakup kepentingan ekonomi, sosial dan politik. Kepentingan-
kepentingan manusia itu seringkali tumpang tindih, atau sulit untuk
dipisahkan. Namun untuk memudahkan dapat dilihat bahwa kepentingan
manusia itu seringkali tidak bisa diperoleh dengan wajar. Tidak jarang
kepentingan itu menjadi kebutuhan yang dasar yang hanya bisa diperoleh
melalui kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan dan kekuasaan itu hanya
bisa dilakukan kalau berdasarkan aturan-aturan yang sudah dipahami
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oleh anggota masyarakat yang lain. Kekuatan dan kekuasaan seseorang
seringkali perlu dibuat resmi atau formal agar tidak terjadi kekacauan
dikalangan anggota masyarakatnya.

Keteraturan dan ketertiban itu ternyata perlu dalam suatu tatanan
masyarakat manusia. Karena itu manusia butuh adanya kekuatan dan
kekuasaan yang formal yang mampu mengatur dan mengorganisasi
seluruh anggotanya. Melalui aturan formal seluruh anggota mengakui
adanya pemimpin dan yang dipimpin. Mereka dengan sadar memilih
pemimpinnya, menciptakan lembaga-lembaga yang mengatur dirinya
dan memberi ganjaran dan sangsi bagi orang-orang yang berjasa maupun
menyeleweng. Adanya pemimpin dan yang dipimpin , adanya lembaga-
lembaga yang mampu mengatur warganya serta adanya kelompok-
kelompok yang mampu mengorganisasi setiap anggota yang ada dapat
disebut suatu pemerintahan. Pemerintahan yang hanya berlaku
dilingkungan masyarakat tertentu , maka ruang lingkup pemerintahan
itu berlaku dan diterima oleh seluruh lingkungan masyarakat, maka
pemerintahan itu bersifat universal.

Di Nusa Tenggara Timur, banyak pemerintahan kampung yang
sampai sekarang masih efektif diberlaku akan pada kalangan
penduduknya. Keefektifan ini karena pemerintahan nasional Indonesia
belum mampu mendefenisikan betuk ganjaran dan sangsi yang bisa
dijatuhkan pada anggota masyarakat itu. Karenanya disamping sudah
mulai dipopulerkan hukum dan pemerintahan yang bersifat nasional,
pemerintahan yang bersifat lokal atau tradisional masih di anggap perlu
untuk digunakan. Melalui pemerintahan tradisional itu sebenarnya para
anggota masyarakat dipersiapkan untuk memperoleh sejumlah nilai
baru, yakni nilai tentang kekuatan dan kekuasaan yang berlandaskan
pada peraturan-peraturan yang bersifat nasional.

Jauh sebelum dikenalnya sistem pemerintahan nasinal atau
moderen, yang berupa atura-aturan hukum dan perundang - undangan,
masing-masing kelompok masyarakat di daerah Nusatenggara Timur
sudah mengenal seperangkat norma yang berfungsi sebagai pedoman
untuk berperilaku maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan alam
dan sumber dayanya . Dalam pelaksanaan norma-norma tersebut dikenal
pula lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai pengatur sekaligus
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sebagai pengendali tingkah laku warga masyarakat dengan norma-
norma itu sebagai pedomannya.

Sistem pemerintahan tradisional dapat terdiri dari seperangkat
aturan, norma atau adat istiadat. Semua ini mempunyai kekuatan dalam
mengatur tingkah laku warganya.

Masyarakat desa Rubit di Kabupaten Sikka secara tradisional
mengenal lembaga sosial desa dengan nama dua moan wa tu pitu .
Pemuka-pemuka masyarakat yang duduk dalam lembaga ini disebut
ata dua moan. Lembaga ini menangani pranata-pranata sosial, ekonomi,
budaya maupun yang berkaitan denggan lingkungan alam.

Dalam hubungan dengan pemeliharaan sumber daya alam,
lembaga ini berfungsi sebagai pengatur dan pengendali terhadap segala
aturan, norma maupun tradisi yang berkaitan dengan pertanian dan
perladangan, disamping pemeliharaan terhadap sumber mata air. Apabila
terjadi pelanggaran yerhadap ketentuan-ketentuan atau norma-norma
yang sudah di tetapkan, ata dua moan akan memberikan sangsi adat
bagi mereka yang melanggar. Bentuk sangsinya senatiasa disesuaikan
dengan jenis pelanggarannya.

Dua moan watu pitu berfungsi pula sebagai lembaga pengadilan.
Dalam konteks ini, lembaga tersebut berfungsi sebagai suatu lembaga
yang bertugas untuk mengendalikan ketertiban masyarakat. Dewan ini
mempunyai wewenang untuk menindak berbagai pelanggaran norma
sosial seperti pencurian, pelanggaran susila, penganiayaan dan
pembunuhan, maupun menyelesaikan persengketaan antar warga
masyarakat.

Dalam hubungan dengan kebersihan lingkungan, ata dua moan
yang bergabung didalam lembaga sosial desa ini bertindak pula selaku
motivator dan juga sebagai koordinator didalam melaksanakan pekerjaan
perawatan. Di samping itu dewan berhak pula untuk menegur warga
yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggalnya.

Dua moan watu pitu juga merupakan lambang kesatuan dan
persatuan warga masyarakat desa Rubit . Wujudnya dapat dilihat melalui
utun omok yaitu duduk berkumpul untuk membicarakan masalah-
masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan dalam
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hal keamanan lingkungan, pemuka masyarakat ini bertugas sebagai
koordinator yang menetapkan peraturan-peraturan untuk menjamin
terpeliharanya keamanan lingkungan desa.

Masyarakat desa Moni di Kabupaten Ende mengenal lembaga
sosial tradisional yang disebut mosalaki. Lembaga ini terdiri atas orang-
orang tertentu yang berdasarkan keturunan, menempati kedudukan utama
dalam masyarakat. Mereka juga memegang peranan penting sehubungan
dengan adat istiadat setempat. Mereka adalah penguasa atas seluruh
tanah persekutuan dalam suatu kawasan tertentu. Karena itu mereka
dapat merupakan tuan tanah. Dalam upacara adat, merekalah yang
menjadi pemimpin sehingga dapat pula disebut sebagai penguasa adat.

Dengan demikian nampak bahwa mosalaki merupakan suatu
lembaga sosial tradisional yang menjadikan peranan sentral dalam sistem
pemerintahan tradisional masyarakat setempat, baik dalam pemeliharaan
sumber daya alam, pemeliharaan ketertiban sosial, pemeliharaan
lingkungan hidup, pemeliharaan keamanan lingkungan, maupun
pemeliharaan persatuan dan kesatuan warga masyarakat yang di dasarkan
pada adat istiadat setempat.

Dalam hal pemeliharaan sumber daya alam, para mosalaki
mengatur pembagian tanah garapan, menetapkan daerah mana yang
boleh dijadikan areal pertanian dan padang pengembalaan, serta
menetapkan daerah mana yang tetap dibiarkan sebagai hutan. Para
mosalaki jiga mengatur pemeliharaan sumber air termasuk menetapkan
atau menjaga kelestarin hutan di mana terdapat sumber air tersebut.

Dalam hal pemeliharaan ketertiban sosial, mosalaki berfungsi
sebagai lembaga pengadilan adat. Sebagai pengadilan mosalaki
menetapkan berbagai aturan yang dapat menjamin ketertiban kehidupan
masyarakat, sekali gus merupakan pengawas terhadap pelaksanaannya.
Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan atau norma-
norma sosial yang telah ditetapkan, mosalaki akan menjatuhkan hukuman
bagi mereka yang melanggar. Wujud hukuman berupa denda adat yang
disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.

Mengenai pemeliharaan kebersihan lingkungan, mosalaki menjadi
motivator dan sekaligus berfungsi sebagai koordinator bagi warganya
untuk melaksanakan pekerjaan membersihkan lingkungan desa, jalan-
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jalan umum, maupun tempat upacara umum (keda kanga). Mereka juga
memiliki wewenang untuk menegur atau mengingatkan warga yang
tidak memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam upaya pemeliharaan keamanan lingkungan, para mosalaki
menetapkan aturan atau kebijaksanaan yang berhubungan dengan
ktertiban dan keamanan lingkungan baik keluar maupun kedalam .
Lembaga mosalaki merupakan simbol persatuan warga masyarakat desa
Moni yang manifestasinya dapat dilihat antara lain didalam rangkaian
kegiatan cocok tanam yang dilakukan secara serempak beserta rangkaian
upacara adat yang mengiringi tahap-tahap penting dalam kegiatan
tersebut.

Masyarakat desa Boti di kabupaten Timor Timur Selatan secara
hirarkis mengenal lembaga sosial tradisinal yang terdiri dari usif, amaf
dan mao. Kerja golongan ini merupakan penguasa adat setempat. Usif
adalh golongan bangsawan yang merupakan pimpinan klen besar dan
sebagai penguasa atas seluruh tanah wilayahnya. Sebagai elit penguasa
golongan ini lazimnya disebut puh tuah amaf adalah golongan yang
berkuasa atas satu klen kecil yang berada dibawah usif atau pah tuah.
Sedangkan meo berfungsi sebagai pengantar ketertiban dan menjaga
keamanan lingkungan.

Dari ketiga golongan tersebuttampak bahwa usif ataupah tugah
yang merupakan tokoh utama dalam sistem pengendalian sosial
masyarakat setempat. Pah tuah sebagai tokoh sentral juga memiliki
kekuasaan terhadap seluruh tanah di wilayahnya.

Sehubungan dengan pemeliharaan sumber daya alam, pah tuah
mempunyai wewenang mengatur pembagian tanah garapan, daerqah
mana sebagai hutan lindung, hutan produksi maupun sebagai tempat
brburu. Sedangkan pemeliharaan sumber daya air berkaitan erat dengan
kepercayaan terhadap oem tom.

Untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang berhubungan
dengan pemeliharaan ternak, setiap pemilik tanah wajib memberikan
tanda kenal tersendiri bagi hewan-hewan peliharaannya.

Pemeliharaan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat di
kendalikan oleh lembaga sosial tradisional setempat yaitu ketiga
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golongan penguasa adat tersebut. Tokoh-tokoh utama yang dudui dalam
lembaga ini mempunyai wewenang untuk memberikan sangsi bagi
mereka yang melanggar ketentuan atau norma-norma sosial yang telah
ditetapkan. Wujud sangsi berupa denda adat yang disesuaikan dengan
jenis pelanggarannya. Sedangkan dalam hal yang menyangkut adat
perkawinan, tokoh yang paling berperan adalah atoin amaf atau saudara
laki-laki ibu.

Pemeliharaan kebersihan lingkungan di desa Boti timbul atas
kesadaran masyarakat sendiri. Menjaga kebersihan merupakan warisan
tradisi nenek moyang mereka yang dihubungkan dengan harga diri
serta konsep-konsep yang penuh diselimuti makna religius. Sedangkan
pemberihan tempat-tempat umum seperti tempat upacara di laksanakan
bersama-sama yang diatur oleh pemuka-pemuka masyarakat. Bantuan
dari pemerintah dalam hal kebersihan lingkungan dan sanitasi dinilai
positif karena bisa menyadarkan masyarakat terhadap hasil kebersihan
bagi lingkungan tempat tinggal mereka.

Masyarakat desa ini mempunyai kewaspadaan yang tinggi
terhadap keamanan lingkungan. Tokoh yang berperan didalam menjaga
keamanan lingkungan adalah para meo. Usif sebagai penguasa tradisional
didesa Boti di anggap sebagai simbol pemersatu warga masyarakat.
Hal ini dapat dilihat pada setiap musyawarah desa dimana pah tuah
mempunyai pengaruh yang sangat menetukan dalam pengambilan
keputusan.



BAB V
KESIMPULAN

Dewasa ini hampir tidak ada masyarakat di dunia yang tidak
mengalami kontak-kontak budaya dengan masyarakat di luar
lingkungannya. Meningkatnya kebutuhan hidup penduduk sejalan
dengan meningkatnya kemajuan teknologi di bidang pengangkutan dan
perhubungan merupakan faktor pendorong utama meningkatnya
intensitas kontak budaya antar bangsa. Akibat dapat dirasakan betapa
kontak-kontak budayaitu telah merangsang, mempercepat, dan
memperluas cakupan tukar-manukar dan pinjam-meminjam unsur-unsur
kebudayaan antar bangsa. Keadaan tersebut, tidak terkecuali, melanda
propinsi Nusatenggara Timur yang sedang membangun.

Sesungguhnya sejak awal kehidupannya, betapa pun jarang dan
terbatas jangkauannya , manusia telah terlibat dalam kontak-kontak
dengan masyarakat tetangganya. Hal ini terdorong oleh karena upaya
penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak tersedia di
lingkungannya. Seringkali kebutuhan yang dihadapi suatu kelompok
sosial hanya mungkin dipenuhi dari wilayah kekuasaan kelompok yang
lain. Oleh karenanya tidak jarang mereka terlibat dalam peperangan

kalau tukar-menukar barang kebutuhan tidak dapat dilakukan secara
damai.
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Sebenarnya, disamping upaya memenuhi kebutuhan hidup, setiap
kelompok itu membutuhkan rasa aman secara fisik maupun spiritual.
Biasanya cara yang ditempuh untuk menjamin rasa aman adalah
menghindarkan kontak-kontak langsung dengan kelompok sosial lainnya,
mereka membangun perkampungan yang berjauhan. Mereka sengaja
membirkan adanya wilayah tak bertuan sebagai penyangga sekaligus
sebagai penghambat terjadinya serbuan yang tidak terduga dan
mendadak. Namun kontak-kontak antar penduduk tidak tertutup sama
sekali, satu dan lain hal karna pada dasarnya mereka ingin mencari
pengalaman terutama di kalangan generasi muda. Jelaslah bahwa
terdorong oleh kebutuhan hubungan dagang atau ekspedisi untuk
mendapatkan wanita karena adanya larangan kawin di antara sesama
kelompok, maka kontak-koontak yang memungkinkan terjadi. Dengan
adanya tukar-menukar barang dan jasa serta perkawinan silang kelompok
itulah mereka saling menukar pengetahuan dan pengalaman maupun
barang dan jasa yang merangsang terjadinya akulturasi. Dengan demikian
kontak-kontak budaya secara langsung atau tidak langsung itu telah
merangsang terjadinya proses perkembangan kebudayaan. Walaupun
kontak-kontak budaya diperlukan untuk mempercepat perkembangan
budaya, namun meningkatnya intensitas kontak budaya yang tidak
terkendali seringkali menimbulkan reaksi keras diantara mereka yang
terlibat . Perkembangan budaya menuntut orang-orang untuk melakukan
penyesuaian baik pengembangan perilaku secara perorangan (individual
adjustment) maupun pengembangan pranata sosial (sicial adaptation).
Penyesuaian itu seringkali dapat menimbulkan ketegangan dan
pertentangan sosial dalarn masyarakat yang bersangkutan.

Di lain pihak meningkatnya interaksi sosial antar panduduk yang
mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda juga menimbulkan
masalah sosial budaya yang tidak dapat diabaikan. Perbedaan sistem
budaya yang dianut sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat,
seringkali menimbulkan salah pengertian diantara mereka yang terlibat.
Keadaan tersebut tidak terkecuali berlaku pada masyarakat terasing
di Nusatenggara Timur. Sejak kemerdekaan banyak penduduk dari luar
berdatangan kewilayah Nusatenggara Timur untuk bekerja di sektor
pemerintahan maupun swasta. Kehadiran mereka bukan hanya membawa
unsur-unsur kebudayaan kebendaan dan non kebendaan yang
merangsang proses akulturasi, melainkan juga menuntut perkembangan
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pranata dan mekanisme sosial yang dapat menjamin ketertiban interaksi
sosial antar penduduk setempat dan pendatang.

Upaya pembangunan dewasa ini telah menunjukkan hasilnya di
seluruh pelosok tanah air, termasuk Nusatenggara Timur. Secara
langsung ataupun tidak langsung di wilayah-wilayah itu telah terlibat
dalam proses pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan penduduk. Tanpa disadari, meningkatnya kesejahteraan
penduduk telah menambah jenis, mutu dan jumlah kebutuhan hidup
yang dihadapi penduduk setempat. Meningkatnya kebutuhan hidup itu
telah merangsang penduduk setempat untuk memenuhi dengan berbagai
cara tidak terbatas di lingkungan permukiman mereka. Di lain pihak,
meningkatnya kebutuhan hidup penduduk itu telah merangsang orang
luar untuk mendapatkan keuntungan dengan memperdagangkan barang-
barang dan jasa yang diperlukan. Dengan melalui kegiatan dagang itu
terjadi kontak-kontak budaya secara langsung makin intensif. Belum
lagi rangsangan pengembangan kebudayaan yang ditimbulkan oleh
penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru yang menuntut penyesuaian
sikap dan pola tingkah laku penduduk maupun aturan-aturan dan nilai-
nilai budaya sebagai pedoman. Di beberapa tempat di Nusatenggara
Timur, proses akulturasi itu sudah berjalan lebih pesat berkat misi
kegiatan agama Kristen maupun Katolik yang memperkenalkan unsur-
unsur kebudayaan dan agama. Dengan demikian ada sementara
masyarakat di Nusatenggara Timur yang telah lebih siap menghadapi
peningkatan intensitas kontak kebudayaan, sebaliknya masih banyak
yang tertinggal, seperti mereka yang berada di pedalaman wilayah
Nusatenggara Timur ataupun di pesisir pantai yang terisolasi dari
pengaruh luar. Demikian pula masyarakat-masyarakat terasing yang
terdapat di Jambi, Mentawai dan Nias di sumatra maupun Baduy di
Jawa. Berdasarkan survei tim Ditjarahnitra menunjukkan bahwa
masyarakat di Mentawai kurang siap menghadapi arus interaksi dengan
pendatang karena terlalu lama terisolasi oleh lingkungan geografis lautan,
di samping tidak terlintasinya wilayah mereka dari jalur perdagangan.

Walaupun tingkat intensitas kontak budaya di antara masyarakat
sukubangsa itu berbeda, dan pada gilirannya menyebabkan perbedaan
tingkat perkembangan kebudayaan. Setiap sukubangsa, sudah mengalami
kontak-kontak budaya dengan masyarakat luar.
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Studi ini bermaksud melihat bagaimana masyarakat Nusatenggara
Timur melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap lingkungan baru
mereka. Pengertian lingkungan baru itu tidak terbatas pada pengertian
fisiknya, tetapi menyangkut pula pada norma-norma dan nilai-nilai
baru yang diperkenalkan kepada mereka sebagai konseksuensi masuknya
Nusatenggara Timur sebagai bagian dari negara kesatuan Republik
Indonesia. Dengan demikian masyarakat Nusatenggara Timur bukan
merupakan suatu kesatuan kebudayaan yang utuh dan terisilasi dari
masyarakat lainnya yang berlandaskan pada norma-norma dan nilai-
nilai masyarakatnya, tetapi berkembang menjadi masyarakat yang norma-
norma dan nilai-nilainya merupakan percampuran akibat adanya saling
tukar-menukar, pinjam-meminjam, dan rangsang-merangsang dengan
norma-norma dan nilai-nilai diluar masyarakatnya. Pendekatan ini
didasarkan atas kenyataan bahwa perwujudan perkembangan aktifitas
anggota masyarakat Nusatenggara Timur telah menyerap norma-norma
dan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Norma-norma, nilai-nilai, aturan-aturan atau wujud ideal dari
kebudayaan Nusatenggara Timur tidak stiap saat diaktifkan dalam
aktifitas mereka sehari-hari. Pengaktifan tergantung bermamfaat atau
tidaknya dalam interaksi dilingkungan mereka yang baru. Bahkan asal
usul, mitologi dan daerah asal masyarakat Nusatenggara Timur hanya
digunakan sebagai salah satu kerangka acuan dan akan diaktifkan kalau
di anggap menguntungkan .

Sesungguhnya identitas masyarakat itu, seperti dikemukakan oleh
Barth, sifatnya askriptif karena dengan itu seseorang dikategorikan atas
identitasnya yang paling umum dan mendasar, seperti tempat asalnya.
Dengan demikian kerangka berpikir ini menunjukan bahwa dalam
interaksi sosial identitas, misajnya, tempat asal, tidak selalu
dimanfaatkan. Pengaktifan identitas, apapun bentuknya, tergantung pada
kepentingannya dalam menghadapi kenyataan sosial. Dengan demikian
orang Nusatenggara Timur dilihat sebagai suatu masyarakat yang tidak
saja mewujudkan aktifitasnya berpedoman pada kebudayaan
sukubangsanya, tetapi aktlfltasnYa itu berpedoman pada kebudayaan
lokal (dimana orang Nusatenggara Timur tinggal) dan kebudayaan
nasional. Dengan melihat masyarakat Nusatenggara Timur sebagai
bagian dari masyarakat Indonesia, maka bermamfaat atau tidaknya
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identitas kesukubangsaannya bergantung pada berguna atau tidaknya
identitas itu dalam menghadapi kenyataan sosial untuk bertahan hidup.
Kerangka berfikir yang demikian sebenarnya bukan hal yaang baru.
Brunner (1972) telah memperlihatkan tidak setiap saat identitas suku
bangsa itu diaktifkan di setiap arena sosial. Kelompok-kelompok sosial
itu hanya mengaktifkan simbol-simbol yang di perlukan proses interaksi
sosial. Misalnya saja simbol-simbol yang dapat dimanfaatkan untuk
menggalang solidaritas ataupun untuk menentukan apakah seseoran itu
termasuk anggota kelompok atau bukan . Dengan demikian menjadi
jelas bagi mereka siapa yang harus dan bagaimana diperlakukan dalam
suatu interaksi sosial. Pengaktifan simbol-simbol itu bisa membantu
ketertiban interaksi sosial dalam kontak-kontak budaya yang semakin
meningkat intensitasnya, atau sebaliknya menjadi penghambat yang
justru memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk
menghindarkan dampak sosial yang tidak diinginkan dalam proses
pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan di Indonesia,
khususnya di Nusatenggara Timur, dirasakan perlu adanya penelitian
guna menghimpun data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun
kebijaksanaan dan program-program pembangunan selanjutnya. -

Menurut data yang dikumpulkan missionaris kelompok
sukubangsa terbesardi Irian Jaya adalah orang Dani dan Asmat. Mereka
masih tetap mengandalkan cara hidup berkebun dan meramu walaupun
sudah pertumbuhan industri moderen sudah mulai nampak di wilayah
Irian Jaya. Artinya tidak seluruh penduduk sukubangsa itu dapat
menikmati dan memanfaatkan kehadiran perusahaan itu sejauh ini telah
berusaha untuk melibatkan atau mempekerjakan penduduk lokal.
Tuntutan akan keahlian dan ketrampilan bekerja merupakan hambatan
yang sangat besar. Salah satu penyebab kemacetan hubungan timbal
balik secara langsung ini adalah akibat rendahnya tingkat pendidikan
penduduk. Sebaliknya, pihak perusahaan dalam kenyataannya tidak
dapat dengan mudah menampung pekerja-pekerja yang tidak memenuhi
syarat karena resiko yang besar.

Hambatan pendidikan sebenarnya tidak memutuskan sama sekali
hubungan sosial antara pihak perusahaan industri dan masyarakat lokal.
Hubungan timbal balik itu ada, walaupun tidak langsung. Dalam
perkembangannya, masyarakat lokal telah mengembangkan keahlian
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sebagai tukang kayu dengan menjual perabot rumah tangga kepada
pekerja-pekerja perusahaan. Di samping itu, dengan berkembangnya
wilayah perusahaan industri dengan sejumlah sarana dan prasarana
seperti pasar, jalan, listrik, alat angkut telah memperbanyak jenis
pekerjaan baru yang semula tidak dibayangkan oleh penduduk setempat.
Lebih jauh lagi, penyediaan sarana dan prasarana ini telah merangsang
penduduk setempat untuk mengembangkan pekerjaan-pekerjaan baru.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat
Mentawai di kepulauan Sirerut Sumnatra Barat maupun masyarakat
Nias di Sumatra Utara, serta masyarakat Baduy di Jawa Barat. Dengan
kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih sangat terbatas, di samping
sifat masyarakatnya yang masih setengah mengembara serta populasinya
sedikit kurang mendapat perhatian dari masyarakat pada umumnya.
Kasus yang dialami baik masyarakat Mentawai maupun Buton adalah
upaya untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dari desakan
pendatang. Hasil studi yang cukup banyak ditulis dalam literatur dalam
maupun luar negeri, baik ilmiah maupun populer itu menyebutkan
bahwa pembabatan hutan telah mengancam tidak saja sumber makanan
mereka tetapi juga rasa aman justru di wilayah kampungnya.

Masyarakat Mentawai maupun Buton dewasa ini telah mengalami
perkembangan terutama disebabkan intensifnya kontak budaya
denganpihak luar. Ada tiga faktor luar yang turut memberi warna dalam
perkembangan kebudayaan Nusatenggara Timur seperti yang terlihat
sekarang.

Pertama, kehadiran misionaris katolik maupun Protestan yang
telah lama menetap di daerah itu yang telah merubah pandangan hidup
masyarakat Nusatenggara Timur. Semula, masyarakat itu hidup penuh
curiga, dan antara satu kampung dengan kampung lain hidup dengan
saling menyerang. Kehadiran misionaris merubah masyarakat itu untuk
hidup saling berdampingan berdasarkan saling mencintai sesuai ajaran
Kristen.

Kedua, para pedagang yang berasal dari Propinsi lain di Indonesia,
telah mengajarkan dan memperkenalkan penggunaan uang sebagai alat
tukar di samping mengajarkan cara menghitung rugi-laba dalam
perdagangan. Dengan demikian, kemampuan menghitung, menulis,
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dan membaca yang diperoleh dari pendidikan misionaris dapat
dipraktekan dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi mereka.

Faktor ketiga, aparat pemerintah yang telah berada di wilayah
itu sebagai konsekuensi menjadi bagian dari wilayah Indonesia, telah
mendirikan kantor-kantor. Sejak itu, orang Irian, Mentawai dan Buton
telah mengenal arti kebangsaan, bahasa Indonesia, di samping juga
mengenal sejumlah atribut nasional lainnya. Dengan demikian,
perkembangan kebudayaan, baik pada masyarakat suku bangsa di Irian,
Mentawai maupun di wilayah Buton terjadi karena adanya kontak-
kontak budaya dengan masyarakat yang lebih luas.

Secara lebih rinci satuan-satuan yang menjadi fokus penelitian
adalah :

A. Sistem Mata Pencaharian/Kegiatan Ekonomi.

Keberadaan sebuah masyarakat tidak pernah lepas dari berbagai
kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat agar
keberadaan mereka dapat terus dipertahankan. Dengan kata lain, berbagai
kegiatan tersebut adalah salah satu faktor utama yang menunjang
kehidupan mereka dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan
ekonomi. Perlu ditekankan di sini bahwa berbagai kegiatan ekonomi
tersebut di dalam kenyataannya menyatu dengan berbagai aspek
kehidupan lainnya, seperti aspek politik, kepercayaan, dan sistem
kekerabatan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu hubungan-
hubungan antara sistem ekonomi dan aspek-aspek yang lain juga akan
menjadi perhatian sejauh aspek-aspek kehidupan itu mempengaruhi
corak kegiatan ekonomi yang ada.

B. Agama/Sistem Kepercayaan

Agama sebagai suatu sistem kepercayaan (berikut praktek-
praktek ritualnya) di dalam masyarakat yang masih sederhana merupakan
aspek yang penting dikaji. Ada dua hal yang menyebabkan aspek
kebudayaan ini menjadi fokus tulisan ini. Pertama, agama merupakan
aspek kebudayaan yang mengalami perubahan yang signifikan sejak
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suku Nusatenggara Timur diperkenalkan pada agama Katolik. Kedua,
sistem kepercayaan di dalam masyarakat sederhana seperti di
Nusatenggara Timur merupakan pedoman yang masih sangat kuat dalam
mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan
antara manusia dengan lingkungan alamnya.

Dengan demikian, agama merupakan suatu pedoman hidup
yang digunakan untuk memahami dan mewujudkan tindakan dalam
menghadapi lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Kuat dan masih
operaisonalnya sistem kepercayaan tersebut menyebabkan nilai-nilai
yang tercakup di dalam sistem kepercayaan tersebut masih sangat relevan
dalam mengatur berbagai kegiatan warga masyarakat Nusatenggara
Timur dalam memenuhi kebutuhannya.

Deskripsi mengenai sistem kepercayaan yang berlaku di dalam
masyarakat Nusatenggara Timur serta berbagai ritual yang terkait dengan
sistem kepercayaan tersebut penting dilakukan untuk memperoleh
pemahaman tentang bagaimana Orang Nusatenggara Timur memahami
dunianya, lingkungan sosial dan alamnya dan bagaimana Orang
Nusatenggara Timur menggunakan pemahaman tersebut untuk
mewujudkan tindakan di dalam menghadapi berbagai gejala (termasuk
perubahan) di dalam masyarakatnya.

C: Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial.

Sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan aspek
kehidupan yang penting bagi masyarakat yang tergolong sederhana
(tribal). Hal ini disebabkan karena di dalam sistem kekerabatan
tergantung prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur hak dan
kewajiban para pelaku yang menjadi anggota suatu masyarakat dalam
melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pada masyarakat tribal prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu alat
terpenting yang digunakan untuk mengorganisasi berbagai kegiatan di
dalam kehidupannya.

Deskripsi mengenai sistem kekerabatan dan bagaimana prinsip-
prinsip yang ada di dalam sistem kekerabatan itu digunakan oleh para
pelaku di dalam masyarakat sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan
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pemenuhan kebutuhannya sangat penting untuk memahami bagaimana
masyarakat yang bersangkutan mengatur kehidupannya.

D. Sistem Politik dan Pemerintahan

Aspek politik yang dikaji dalam tulisan 1 berkaitan dengan
hubungan-hubungan kekuatan yang diwujudkan oleh individu dan
kelompok-kelompok sosial dalam sebuah masyarakat. Hubungan-
hubungan kekuatan itu berlangsung dalam rangka pencapaian tujuan-
tujuan terutama yang sesuai dengan kepentingan masing-masing individu
atau kelompok yang terlibat. Sisiem hubungan ini tercermin dari posisi
danstatus dalam struktur sosial masyarakat yan bersangkutan. Di dalam
masyarakat sederhana seperti di Nusatenggara Timur pencapaian tujuan
dan cara-cara mempertahankan posisi yang telah dicapai seringkali
dilandast oleh, dan dilegitimasi melalui, kepercayaan dan sistem ritual
yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Selain itu corak
hubungan-hubungan serta pengelompokkan pada masyarakat tradisional
juga sangat dipengaruhi sistem kekerabatannya. Penerapan dari kekuatan
yang dimiliki individu atau kelompok tertentu diatur berdasarkan sistem
nilai dan norma adat, tradisi yang terwujud dalam pranata politik.

Fokus perhatian dalam tulisan ini akan diberikan kepada proses
akulturasi yang terjadi dalam masyarakat setempat, khususnya dalam
bidang kehidupan politik. Masuknya unsur-unsur baru dalam sistem
kehidupan politik mereka telah mempengaruhi sistem politik tradisional
yang berlaku sebelumnya. Tingkat pengaruh dari luar serta konsekuensi
oleh pengaruh unsur-unsur baru dari luar kebudayaan mercka menjadi
fokus dari tulisan ini.
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